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Permenperin 
57/2006

Menunjuk PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia 
sebagai Surveyor Independen Penghitungan TKDN

Amanat Permenperin 43/2022
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Sudah terdapat

36.319 
Produk Dalam Negeri 

ber-TKDN

 22.794
Produk Dalam Negeri 

dengan nilai TKDN di atas 
40%

(Barang Wajib)

Data tanggal:
9 Maret 2023, 10.34 WIB

sumber data: tkdn.kemenperin.go.id  ----  unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk

No Kelompok Barang
Jumlah Sertifikat Nilai Capaian TKDN

Berlaku Seluruhnya <25% 25-40% > 40%

1. Bahan Penunjang Pertanian 979 1164 50 127 1175

2. Mesin dan Peralatan Pertanian 542 775 32 254 413

3. Mesin dan Peralatan Pertambangan 18 48 9 15 16

4. Mesin dan Peralatan Migas 931 1915 321 681 560

5. Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 58 114 13 35 20

6. Mesin dan Peralatan Pabrik 80 178 8 44 41

7. Bahan Bangunan/Konstruksi 2212 2952 102 267 3095

8. Logam dan Barang Logam 1750 2822 175 426 2138

9. Bahan Kimia dan Barang Kimia 2110 3731 547 864 1335

10. Peralatan Elektronika 1170 1428 319 808 787

11. Peralatan Kelistrikan 2261 4828 383 788 3057

12. Peralatan Telekomunikasi 774 1668 47 772 107

13. Alat Transport 181 310 9 111 80

14. Bahan dan Peralatan Kesehatan 3286 4201 287 3893 2781

15. Peralatan Laboratrorium 4 8 0 3 1

16. Komputer dan Peralatan Kantor 405 569 43 190 652

17. Pakaian dan Perlengkapan Kerja 679 880 9 96 656

18. Peralatan Olahraga dan Pendidikan 353 465 14 192 312

19. Sarana Pertahanan 46 146 4 5 132

20. Barang Lainnya 5446 6462 240 1342 5436

Total 23285 34664 2612 10913 22794

http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php


Slide #

FASILITASI SERTIFIKASI TKDN 19



Slide #

PENGAWASAN DAN SANKSI PELANGGARAN P3DN/TKDN 20



01
TKDN IK03



Slide #

PERMENPERIN 46/2022 22

PERMENPERIN TKDN IK

Menggratiskan dan mempermudah 
proses sertifikasi TKDN bagi Industri 
Kecil agar bisa ikut serta dalam PBJP 
dan menjadi prioritas untuk dibeli, 

serta mendapatkan preferensi harga
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• Skala Usaha:
1. Mikro
2. Kecil  
3. Menengah
4. Besar

• Jika pada NIB tidak ada data 
klasifikasi usaha, maka dianggap 
non kecil

PP 7/2021 Pasal 35 ayat (3)

klasifikasi usaha mikro dan kecil: memiliki modal usaha 

Rp0-Rp5M, tidak termasuk tanah dan bangunan
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NILAI
TKDN

IK

berdasarkan akumulasi dari Komponen Dalam Negeri (KDN) yang mewakili 
faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk

faktor produksi tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan 
(company overhead), dan pajak keluaran

penghitungan nilai TKDN IK dilakukan untuk masing-masing jenis dan 
spesifikasi produk

tidak dapat dilakukan untuk kegiatan industri tertentu seperti Industri 
Perlengkapan Komputer (KBLI 26220), Industri Peralatan Komunikasi Tanpa 
Kabel (KBLI 26320), Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi (KBLI 26410)
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BAHAN/MATERIAL UTAMA (24%)

diperhitungkan 100% apabila penyedia bahan/material 
utama berkedudukan di NKRI, dan 0% jika tidak 
berkedudukan di NKRI

FACTORY OVERHEAD (4%)

diperhitungkan 100% apabila penyedia biaya tidak 
langsung berkedudukan di NKRI, dan 0% apabila tidak 
berkedudukan di NKRI

TENAGA KERJA (10%)

diperhitungkan 100% apabila tenaga kerja langsung 
adalah WNI, dan 0% jika bukan WNI 

PENGEMBANGAN (2%)

diperhitungkan 100% apabila pelaksana 
pendaftaran/sertifikasi atau penyedia biaya lain yang 

terkait dengan pengembangan produk merupakan K/L 
atau entitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, 

dan 0% jika selain itu

meliputi: biaya alat kerja, biaya air, dan/atau biaya listrik meliputi: pendaftaran HaKI, sertifikasi (SNI, industri hijau, halal) 
dan/atau biaya lain yang terkait dengan pengembangan produk

NILAI
TKDN

IK
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Verifikasi dilakukan terhadap: 
• penghitungan nilai TKDN 

IK; dan
• kelengkapan dan 

kebenaran isian data  dan 
dokumen permohonan
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PENGAWASAN
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh
DIREKTUR JENDERAL IKMA

Dirjen IKMA dapat 
membentuk Tim 

Pengawasan

Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Laporan hasil pengawasan disertai rekomendasi apabila terdapat:

• Ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN IK Perusahaan Industri Kecil 
sesuai dengan Sertifikat

• Penyampaian data yang tidak benar

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kapus P3DN dapat mencabut Sertifikat

• Perusahaan IK yang telah dicabut Sertifikatnya tidak dapat mengajukan permohonan 
penerbitan Sertifikat TKDN IK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 
pencabutan Sertifikat
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• Serpong, 20 desember 2022. dilakukan 
hybrid, dihadiri 70 peserta secara luring dan 
1.129 peserta secara daring.

• Banda Aceh, 10 Januari 2023. dilakukan 
hybrid.

• Balai Kota DKI, 7 Februari 2023. dilakukan 
luring.

SOSIALISASI DAN BIMTEK
pendaftaran dan pengajuan sertifikasi tkdn ik

bagi perusahaan industri kecil

• Jakarta, 4 Januari 2023, dihadiri oleh 224 
anggota pokja verifikator secara luring dan 
daring.

• Serpong, 30-31 Januari 2023, dihadiri oleh 
224 anggota pokja verifikator secara luring 
dan daring.

SOSIALISASI DAN BIMTEK
teknis verifikasi

bagi pokja verifikator

• Serpong, 7-10 maret 2023, Bimbingan Teknis 
Optimalisasi Pendataan Industri Kecil Melalui 
SIINas

SOSIALISASI DAN BIMTEK
pendaftaran dan pengajuan sertifikasi tkdn ik

bagi aparat pemerintah daerah

PENETAPAN POKJA 
VERIFIKASI TKDN IK

KEPMENPERIN 3564/2022
menetapkan susunan pengurus 

(Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris)
dan 224 Anggota (Verifikator)

Pokja Verifikasi memiliki tugas:
1. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran isian data dan dokumen 

permohonan;
2. melakukan verifikasi hasil penghitungan sendiri nilai TKDN IK;
3. menyusun rekapitulasi hasil pelaksanaan verifikasi nilai TKDN IK;
4. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi nilai 

TKDN IK;
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pokja Verifikasi; dan
6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi nilai TKDN IK.
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Produk Alkes Dan Farnasi Tidak Mengunggah 
Sertifikat Izin Edar (NIE)

KBLI Tidak Sesuai Dengan Produk1

Perusahaan Tidak Termasuk Industri Kecil

Tidak Mengunggah Bukti Pembelian Komponen Utama 
Dari Dalam Negeri

Sertifikat Standard Belum Terverifikasi 
Untuk Skala Risiko Selain Risiko Rendah

2

3

4

5



01
TKDN DALAM 
E-KATALOG04



Slide #

INTERKONEKSI DATABASE TKDN 34



Slide #

TKDN DALAM KATALOG LKPP 35



Slide #

UNTUK MENJADI PERHATIAN PP/PPK 36

Penyederhanaan Pendaftaran E-Katalog: 

9 Langkah menjadi 2 Langkah
Tanpa Verifikasi:

Penyalahgunaan Sertifikat TKDN

Dikarenakan nilai TKDN yang “diklaim” besar, sehingga 
produk tersebut muncul di halaman pertama pencarian, 

yang seharusnya diisi oleh produk-produk ber-TKDN



Terima Kasih

tkdn.kemenperin.go.id pusatp3dn@kemenperin.go.id @pusatp3dn @pusat_p3dn 021-5255509 Ext.4019

Kontak Layanan Pusat P3DN

0812-3644-6344
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